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ABSTRACT
Our research aims to find and analyze the laws applied by judge to custody of children 
due to divorce related to the enactment of legal pluralism. Related to this, the issues raised 
in this research are: 1). What law applied by judges to child custody  of divorce related to 
the enactment of legal pluralism?  2). What factors are the basis for consideration of the 
judge in determined custody of children divorce?. 
The results showed that the judge in determined custody of children of divorce apply 
national law. That is child to custody by mother may or paternal. Children who are under 
the care of the mother did not lose the right to inherit the father’s side. The factors on which 
the consideration of the judge in determining child custody is a national marriage law, the 
cause of the divorce, and ensuring the interests the future of children, parenting by mothers 
did not abort child right inherit the father’s side. 
The conclusion that the judge in determined the custody of children due to divorce 
apply national law. The factors on which the consideration of the judge in determining child 
custody is a national law, the cause of the divorce, and ensuring the interests of future child, 
parenting did not abort of child in her father’s right to inherit. 
Keywords: child custody rights, divorce, judicial practice.
1 Tulsan n hasl peneltan dengan dana Dpa 
BLU Program Stud Magster (S2) Ilmu Hukum 
PPS Unverstas Udayana  tahun 2014 dan sudah 
dsemnarkan.
2 Para penuls Dosen Program Stud Magster (S2) Ilmu 
Hukum Program Pascasarjana dan Fakultas Hukum 
Unverstas Udayana.
I.   PENDAHULUAN
I.I.  Latar Belakang Masalah
Sebelum tahun 1974, d Indonesa 
aturan-aturan tentang perkawnan tersebar 
dalam berbaga peraturan sepert Burgerlijk 
Wetboek, Hukum Perkawnan Krsten, dan 
aturan-aturan tdak tertuls sepert  hukum 
adat yang berlaku dberbaga wlayah, serta 
hukum agama. Setelah berlakunya Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawnan, aturan tentang perkawnan 
datur secara nasonal yang berart hanya 
berlaku satu kesatauan hukum dalam bdang 
perkawnan. Daturnya hukum perkawnan 
secara nasonal tdak secara otomats semua 
aturan sepert tersebut d atas tdak berlaku 
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lag, namun mash ada peluang bag aturan 
tdak tertuls sepert hukum adat untuk 
tetap berlaku.  Hukum adat sebaga hukum 
tdak tertuls mash tertap berlaku tercermn 
dalam ketentuan Pasal 66 Undang-Undang 
Perkawnan.
Penegakan hukum dalam praktk 
peradlan terhadap hak asuh anak sebaga 
akbat dar perceraan dapat berlaku lebh 
dar satu sstem hukum. Hal n dapat 
dketahu dar  mash berlakunya pluralsme 
hukum sampa saat n yatu hukum tertuls 
dan hukum tdak tertuls. Berlakunya 
pluralsme sstem hukum dapat berdampak 
dalam penegakan oleh hakm terhadap suatu 
masalah hukum terkat hak asuh anak akbat 
perceraan. Udang-Undang No. 1 Tahun 
1974, tetap member peluang berlakunya 
hukum tdak tertuls. Yang dmaksudkan 
hukum tdak tertuls dsn adalah tdak 
tertuls dalam peraturan perundang-undangan 
Republk Indonesa atau peraturan legslatf 
sepert awig-awig d Bal, Kuntara Raja Niti 
dan Raja Asa di Lampung dan lan-lannya3. 
Hukum adat merupakan hukum  hasl 
konstruks dar pada masyarakat hukum 
adat, dmana masyarakat hukum adat dan 
hak-hak tradsonalnya daku dan dhormat 
oleh negara berdasarkan Pasal 18 B ayat 2 
UUD 1945 (hasl amandemen kedua). In 
berart hukum adat tetap berlaku d wlayah 
lngkaran berlakunya masng-masng, dmana 
Van Vollenhoven sebagamana dkutp 
Soepomo, membag lngkaran berlakunya 
hukum adat  menjad 19 lngkaran4. 
Dengan mash berlakunya pluralsme 
hukum d Indonesa dan khususnya d 
Bal terkat dengan hak asuh anak akbat 
perceraan akan berdampak pada penegakan 
hukum dalam praktk peradlan. Hal mana 
mengngat masyarakat Bal Hndu menganut 
sstem kekerabatan patrlneal yang sangat 
kuat dengan bentuk perkawnan jujur. Dalam 
perkawnan jujur dmana str mengkut 
suam dan anak-anak yang lahr mengkut 
gars ayah. Sehubungan dengan hal tersebut 
maka apabla terjad perceraan maka akan 
menmbulkan akbat hukum salah satunya 
adalah hak asuh anak.  Terkat dengan tulah 
maka peneltan n menjad pentng untuk 
dlakukan.
1.2.  Rumusan Masalah
Berdasarkan apa yang sudah durakan 
d atas  maka masalah pentng yang menjad 
fokus dalam peneltan n  sebaga berkut :
1.   Hukum apakah  dterapkan oleh hakm 
terkat hak asuh anak akbat perceraan 
dalam hal berlakunya pluralsme 
hukum ?
2.  Faktor-faktor apakah yang menjad 
dasar pertmbangan hakm dalam 
menetapkan  hak asuh anak akbat 
perceraan ?
3 I Gede A.B. Wranata, Hukum Adat Indonesia 
(Perkembangannya dari Masa ke Masa), PT Ctra 
Adtya Bakt, Bandung, 2005, hlm. 67.
4 R. Soepomo, Bab-Bab tentang Hukum Adat, Pradnya 
Paramta, Jakarta, 1986, hlm. 56.
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II. METODE PENELITIAN
1.   Pendekatan 
Pada peneltan n, pendekatan 
dpergunakan adalah  pendekatan 
nondoktrnal (socio-legal approach). 
Pendekatan tersebut menurut Sorjono 
Soekanto dgunakan untuk memaham hukum 
dalam konteks masyarakatnya5.  Sementara 
Bran Z. Tamanaha  mengungkapkan bahwa 
hukum dan masyarakat mempunya bngka 
(The Law Society Framework) dmana 
hal tersebut mempunya hubungan yang 
sangat erat. Hubungan tersebut mencakup 
dua komponen dasar. Adapun komponen 
dmaksud dmana hukum merupakan 
cermn masyarakat dan fungsnya adalah 
untuk mempertahankan “social order”. D 
sampng tu hukum, terdr dar tga elemen, 
yatu: custom/consent; morality/reason; dan 
positive law.6 Custom/consent and morality/
reason dapat dpaham dar pemkran Donald 
Black sebaga culture. 
2.  Jenis Penelitian
Peneltan n adalah peneltan hukum 
emprs, dnama dasar penekanan pada 
data prmer atau data lapangan. Walaupun 
demkan peneltan n dawal dengan 
data sekunder sebaga data awal. Peneltan 
hukum emprs tetap bertumpu pada prems 
normatf yang menngkaj esens hukum 
dalam bentuk norma-norma bak hukum 
tertuls (perundang-undangan) maupun 
hukum  tdak tertuls  (hukum ada), kemudan 
dkatkan dengan fakta dlapangan praktk 
peradlan. Hal tersebut selaras dengan 
pandangan Morrs L. Chohen, Kent C. Olson 
berkut n, “legal research is an essential 
component of legal practice. It is the process 
of finding the law that governs an activity 
and materials that explain or analyze that 
law“7.
3.  Tempat Penelitian 
Peneltan n dlakukan d Pengadlan 
Neger d Bal sebaga populas dengan 
pengambl beberapa Pengadlan Neger 
sebaga sampel.
4.   Informan 
Pada peneltan n para nformannya 
adalah para hakm dalam fungsnya sebaga 
penegak hukum. Para hakm tersebut bak 
yang pernah maupun yang tdak pernah 
menangan kasus terkat kasus hak asuh anak 
sebaga akbat perceraan. 
5.  Teknik penggalian data. 
Untuk mendapatkan data yang vald, 
data dgal dengan teknk wawancara 
(ntervew) dengan alat bantu nstrumen 
berupa pedoman pertanyaan agar wawancara 
terarah dan fokus tentang permasalahan. 
6.  Teknik Pengolahan dan Analisis 
Data.
Pengolahan dan analss data dgunakan 
metode yang bersfat  kualtatf dan tdak 
menggunakan analss statstk. Metode n 
akan dapat menunjukan tugas hakm sebaga 
penegak hukum terkat hak asuhanak akbat 
perceraan.
5 Soerjono Soekanto, Pendekasan Sosiologis Terhadap 
Hukum, PT Bna Aksara, Jakarta, 1988, hlm. 9.
6 Bran Z. Tahamaha, Jurisprudence of Law and Society. 
Oxford Unversty Press, New York, 2006, hlm. 1-2. 
A General
7 Morrs L. Chohen & Ken C. Olson, Legal Research, 
West Publshng Company, St. Paul, Mnn, 1992, hlm. 
1.
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III.   HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hukum Yang Diterapkan Hakim 
Terkait  Hak Asuh Anak Akibat 
Perceraian   Dalam Hal  Berlakunya 
Pluralisme Hukum.
Undang-Undang perkawnan adalah 
unifikasi hukum perkawinan yang bersifat 
unk kata Hazarn. Bersfat unk karena 
sebagai suatu unifikasi hukum di bidang 
perkawnan, mash member peluang 
berlakunya hukum perkawnan adat.
Perkawnan yang dlakukan dalam 
suatu masyarakat tdak dapat dpsahkan 
dar sstem kekerabatan yang danut 
oleh masyarakat yang bersangkutan. D 
Indonesa pada prnsfnya dkenal tga 
sstem kekeluargaan  yatu sstem patrlneal 
(gars ayah), sstem matrlneal (gars bu) 
dan sntem parental (gars ayah-bu). Terkat 
sstem kekeluargaan tersebut, Bushar 
Muhammad mengemukakan bahwa dalam 
melhat gars keturunan ada tga cara sebaga 
berkut:
1.   Pertalan keturunan patrlneal atau 
sstem kekerabatan patrlneal yang 
danut d daerah Batak, Lampung, 
Bal, dan lan-lannya.
2.  Pertalan keturunan matrlneal atau 
sstem kekeluargaan matrlneal. 
Sstem n danut d Mnangkabau, 
Kernc dan lan sebaganya.
3.  Pertalan keturunan yang dlhat bak 
menurut gars lak-lak (ayah) maupun 
menurut gars perempuan (bu), atau 
menurut gars dua ss (ayah-bu). 
Sstem tersebut dsebut keturunan 
parental atau kekeluargaan parental 
yang danut d daerah Aceh, Bugs, 
Rau, Kalmantan dan Jawa8. 
Masng-masng sstem kekerabatan 
yang danut oleh suatu masyarakat akan 
berpengaruh terhadap bentuk perkawnan 
yang dlakukan, dan bentuk perkawnan 
yang dlakukan berpengaruh terhadap 
akbat perceraan terkat  dalam persoalan 
pengasuhan anak.
Pada masyarakat yang menganut 
sstem kekerabatan atau kekeluargaan 
patrlneal, cr khas bentuk perkawnan 
jujur. Jujur dapat berbentuk uang atau 
barang, akan tetap yang lebh umum  jujur 
tu dalam bentuk uang sehngga dsebut 
uang jujur atau “pembelan”.  Fungs jujur 
adalah  secara yurds untuk mengubah status 
keanggotaan clan dar pengantn perempuan, 
secara ekonoms membawa pergeseran 
dalam kekayaan, dan secara sosal tndakan 
penyerahan jujur itu mempunyai arti fihak 
perempuan mempunya kedudukan yang 
dhormat9.
Sementara dalam masyarakat yang 
menganut sstem kekerabatan matrlneal, 
tdak ada pembayaran jujur, apabla terjad 
perceraan maka anak-anak berada d 
bawah pengasuhan bu dan keluarganya. 
Pada masyarakat yang menganut sstem 
kekerabatan parental, apabla terjad 
perceraan hak asuh anak-anak berada pada 
ayah ataupun bu tergantung dar kesepakatan 
d phak mana lebh terjamn kehdupannya.
8 Bushar Muhammad, Loc. Ct.
9 Djaren Saragh, Pengantar Hukum Adat Indonesa, 
Tarsto, Bandung, 1980, hlm. 135.
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Terkat ketga sstem kekerabatan 
tersebut,  masyarakat Bal Hndu menganut 
sstem kekerabatan patrlneal yang lebh 
dkenal dengan sstem purusa. Pada sstem 
n apabla terjad perceraan maka hak 
pengasuhan anak-anak berada d tangan ayah 
dan keluarganya kecual dalam perkawnan 
nyentana atau nyeburin. 
Mengena hak asuh anak karena 
perceraan berada pada ayah dan keluarga 
purusa juga dungkap oleh Sudantra. 
Menurutnya jka terjad perceraan otomats 
hak asuh anak jatuh kepada ayahnya dan 
terkat oleh keluarga purusa10 
Pada masyarakat Bal Hndu putusnya 
perkawnan karena perceraan dmana  hak 
asuh anak-anak berada pada phak ayah 
dan keluarganya, oleh karenanya dapat 
menmbulkan persoalan mengngat sudah 
berlakunya hukum nasonal d bdang 
perkawnan.  Pokok kajannya adalah 
penegakkan hukum oleh hakm terhadap hak 
asuh anak akbat perceraan dalam praktk 
peradlan mengngat mash berlakunya 
pluralsme hukum.
Sebuah perkawnan tdak semuanya 
berjalan sesua dengan yang  drencanakan 
sebelumnya akan tetap ada perkawnan yang 
berakhr karena perceraan. Perceraan dapat 
menmbulkan akbat-akbat yatu akbat 
terhadap bekas suam dan bekas str, akbat 
terhadap anak-anak dan akbat terhadap 
harta perkawnan atau harta bersama. Bekas 
suam maupun bekas str dapat kawn lag, 
sementara  terhadap anak-anak dalam hal 
hak asuh tergantung sstem kekerabatan 
yang danut oleh bekas pasangan suam str 
tersebut. 
Dengan berlakunya Undang-Undang 
Perkawnan dmana masalah perkawnan 
dan perceraan sudah datur secara nasonal, 
tetap hukum adat mash mempunya peluang 
untuk berlaku, lantas bagmana penegakkan 
hukum terhadap hak asuh  anak akbat 
perceraan dalam praktk peradlan.
Berbcara mengena penegakkan 
hukum tada lan adalah berbcara mengena 
pelaksanaan hukum tu sendr oleh para 
penegak hukum. Terkat hal tu,  Satjpto 
Rahardjo menyatakan bahwa penegakan 
hukum sebenarnya adalah suatu proses untuk 
mewujudkan kengnan-kengnan hukum 
menjad kenyataan, yang puncaknya pada 
pelaksanaan hukum oleh pejabat penegak 
hukum yang bersangutan11. Dalam penegakan 
hukum sebenarnya berkatan dengan 
hukum sebaga suatu sstem  yang terdr 
dar stuktur, substans dan budaya hukum. 
Sementara Van Djk dalam Abdurrahman 
menyatakan bahwa  ...,  hukum harus 
dpaham dengan latar belakang masyarakat 
yang seluas-luasnya. ...Semua peran ganda...
memperlhatkan sfat ... khaosts, ... fungs 
dar sstem mereduks komplekstas tersebut 
.... dengan cara tersebut kehdupan menjad 
tertata dan kepastan dalam masyarakat dapat 
tercptakan ...12 
10 I Ketut Sudantra, I Gust Ngurah Sudana, Komang 
Gede Narendra, Perkawinan Menurut Hukum Adat 
Bali, Udayana Unversry Press, 2011, hlm. 112
11 Satjpto Rahardjo, Op.Cit., hlm. 24.
12 Abdurrahman, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Ilmu 
Perundang-Undangan, PT Ctra Adtya Bakt, 
Bandung, 1995, hlm. 129.
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Sementara Munr Fuady, mengurakan 
penegakan hukum (law enforcement) tada 
lan dar upaya, proses yang dlakukan dan 
dpertanggung jawabkan kepada pemerntah 
dan aparan-aparatnya atau kepada phak 
yang ddelegaskan. D sampng tu, dalam 
hal-hal tertentu juga dlakukan  oleh phak 
swasta, profesonal, atau masyarakat untuk 
mewujudkan de, konsep, dan kadah hukum 
tertuls atau tdak tertuls, yang bersfat 
normatf, dan umumnya abstrak untuk 
dwujudkan ke dalam fakta-fakta, kasus, dan 
kenyataan masyarakat13  
Undang-Undang Perkawnan mengatur 
putusnya perkawnan  dalam Bab VIII Pasal 
38. Pasal 38 mengatur putusnya perkawnan 
putus karena kematan, perceraan, dan 
karena keputusan Pengadlan.
Masalah perceraan datur pada Pasal 
39. Pada pasal tersebut dtentukan bahwa 
perceraan hanya dapat dlakukan  ddepan 
sdang Pengadlan.
Terkat dengan ketentuan Pasal 39 
tersebut, dmana perceraan hanya dapat 
dlakukan d depan sdang Pengadlan, n 
berart perceraan secara adat tdak dapat 
dberlakukan lag. Oleh karena demkan 
maka akbat-akbat hukum putusnya 
perkawnan karena perceraan juga sudah 
datur dalam undang-undang tersebut. 
Akbat  putusnya perkawnan karena 
perceraan datur pada Pasal 41. Int pasal 
tersebut, dmana bak bu atau bapak tdak 
dapat lepas dar  kewajban  memelhara  dan 
menddk anak-anaknya dan bertanggung 
jawab atas baya pemelharaan anak-anak. 
Terkat dengan hal tersebut lantas bagamana 
dalam  praktknya apakah para hakm 
menjatuhkan putusan berdasarkan ketentuan 
U U No. 1 Th. 1974 atau hukum adat sebaga 
the living law.
Pada peneltan n dfokuskan pada 
hak asuh anak karena perceraan melalu 
proses d Pengadlan. Terkat dengan hal 
tu dkemukan pendapat dar para hakm 
Pengadlan Neger d Bal berkut n. 
Hasoloan Santur14  hakm Pengadlan 
Neger Denpasar mengemukakan bahwa 
dalam memutus perkara perceraan kut juga 
dputuskan mengena hak pengasuhan anak-
anaknya. Yang menjad dasar pertmbangan 
menjatuhan hukum hak pengasuhan anak 
adalah hukum perkawnan nasonal, 
penyebab  perceraan, dem kepentngan s 
anak. Hak pengasuhan anak ada yang jatuh 
kepada  ayah dan ada juga jatuh kepada 
bu. Jad tetap berpedoman pada hukum 
nasonal tetap tetap mengharga nla-nla 
hukum adat. Artnya setelah anak-anak yang 
bersangkutan  dewasa maka kembal pada 
aturan  hukum adat Bal  yang mash begtu 
kuat dpertahankan, dmana anak-anak 
menurut  hukum adat Bal adalah masuk 
gars ayah (patrlneal).
Pendapat  hakm tersebut d atas dapat 
dketahu dar Putusan   Pengadlan Neger 
Denpasar Nomor: 361/Pdt.G/2014/PN Dps. 
Dalam putusan tersebut dnyatakan bahwa: 
hak asuh anak  dtetapkan pada bunya, 
13 Munr Fuady, Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi 
Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat, PT. Ctra Adtya 
Bakt, Bandung, 2007, hlm. 107.
14 Hasoloan Santur, Hakim Pengadilan Negeri 
Denpasar, Wawancara tanggal 18 September 2014
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tetap ayah dapat setap saat menjenguknya. 
Sementara dalam Putusan Pengadlan 
Neger Denpasar Nomor: 444/Pdt.G/2014/
PN Dps dnyatakan bahwa hak asuh anak 
dtetapkan pada bapaknya dan s tetap bsa 
menjenguknya.
Mencermat kedua Putusan Pengadlan 
Neger Denpasar tersebut,  putusnya 
perkawnan karena perceraan maka hak 
asuh anak ada jatuh kepada bu dan ada juga 
jatuh kepada ayah. In berart hakm  sudah 
mempertmbangan secara matang dem 
kepentngan anak, tdak berdasarkan sstem 
patrlneal yang berlaku d Bal.
Pendapat yang tdak jauh berbeda juga 
dkemukakan N Kadek Kusuma Wardan15, 
hakm d Pengadlan Neger Tabanan. 
Dkatakan bahwa kasus perceraan menempat 
urutan yang palng banyak hampr mencapa 
95 % dar perkara yang masuk, dan gugatan 
lebh banyak dajukan oleh  str, yakn 
hampr 87 %.  Dalam menjatuhkan putusan, 
dpaka hukum nasonal. Hak pengasuhan 
anak dberkan tergantung dar penyebab 
terjadnya perceraan, kepentngan dan masa 
depan anak. Sekalpun masyarakat Bal 
menganut sstem kekeluargaan patrlneal, 
tdak serta merta hak pengasuhan anak jatuh 
kepada ayah,  dalam hal status keluarga 
tetap masuk gars purusa, karena n terkat 
dengan hak wars nantnya.
Pendapat hakm tu dapat dketahu 
dar putusan-putsan berkut n. Putusan 
Pengadlan Nomor: 42/Pdt.G/2014/PN. Tbn 
menetapkan bahwa hak asuh anak jatuh 
pada bu. Sementara pada Putusan Nomor: 
14/Pdt.G/2014/PN.Tbn. menyatakan bahwa 
hak asuh anak jatuh pada  bapak sebaga 
purusa.
Sementara I Ketut Darpawan,16  hakm 
Pengadlan Neger Semarapura, Darpawan 
menjelaskan bahwa mengena hak asuh 
anak dapat dberkan kepada bunya tetap 
ada juga kepada bapaknya sekalpun d 
Bal sstem purusa djunjung tngg dar 
dulu hngga kn. Hal tu dem  kepentngan 
dan masa depan  anak, d sampng tu  juga 
dpertmbangkan alasan-alasan  perceraan 
dar suam str yang bersangkutan. 
Made Ad Candra Purnawan17, hakm 
Pengadlan Neger Ganyar, mengungkapkan 
bahwa anak-anak yang mash d bawah umur 
sebagan besar berada pada pengasuhan bu 
sampa anak tersebut dewasa, dan n sesua 
ketentuan Hukum Perkawnan Pasal 41 ayat 
1 dan Pasal 47 ayat 1 dan 2, walaupun d 
Bal berlaku sstem kekerabatan patrlneal. 
Dalam menentukan hak asuh anak, yang 
palng pentng terjamnnya  masa depan 
anak.
Mengena hak asuh anak  bsa jatuh 
ke tangan bunya atau bapaknya sebaga 
mana dkemukakan oleh hakm tersebut d 
atas dapat dketahu dar putusan Putusan 
Pengadlan Neger Semarapura Nomor: 28/
PDT/2011//PN.Sp. yang menetapkan anak-
anaknya  berada dalam pengasuhan bunya 
sampa anak dapat menentukan sendr 
15 N Kadek Kusuma Wardan, Hakim Pengadilan 
Tabanan, Wawancara tanggal 11 September 2014.
16 I Ketut Darpawan, Hakim Pengadilan Negeri 
Semarapura, wawancara, tanggal 17 September 
2014.
17 Made Ad Candra Purnawan, Hakim Pengadilan 
Negeri Gianyar, Wawancara tanggal 11 September 
2014.
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skapnya, dan  putusan Pengadlan Neger 
Semarapura Nomor : 02/PDT.G/2012/
PN.SP, dnyatakan bahwa anak-anak berada 
pada pengasuhan bapaknya.
Dar beberapa pendapat hakm 
Pengadlan Neger tersebut d atas 
pada dasarnya tdaklah jauh berbeda dalam 
menetapkan hak asuh anak. Hak pengasuhan 
anak dapat dberkan kepada ayah maupun 
kepada bu dengan dasar pertmbangan dem 
kepentngan s anak. Penerapan hukumnya 
adalah Hukum Perkawnan  Pasal 41 (1) dan 
Pasal 47 (1), Undang-Undang  Perlndungan 
Anak Pasal 26 ayat 1, sekalpun masyarakat 
Bal Hndu menganut sstem kekeluargaan 
patrlneal yang d Bal dkenal dengan sstem 
purusa. Hak pengasuhan anak yang berada 
d tangan sang bu tdak menghlangkan 
hak wars anak-anak pada ayahnya,  karena 
masalah pewarsan tetap berlaku hukum adat 
wars Bal.
Terkat hal anak yang dasuh bunya 
akbat adanya perceraan dungkap oleh 
Sudantra18, bahwa berdasarkan trads masa 
lalu jka anak terlalu lama kut bunya ada 
potens hak  warsnya gugur. Lamanya 
waktu s anak dasuh bunya berdasarkan 
putusan pengadlan adat (raad van kertha) 
yatu 6 (enam) bulan. 
Penegakan hukum dalam praktk 
peradlan d atas relevan dbedah dengan 
Teor Sstem Hukum yang dkemukakan 
oleh L.M. Fredman. Berdasarkan teor 
sstem hukum, bahwa hukum merupakan 
suatu sstem terdr dar tga komponen 
yatu  struktur hukum, substans hukum 
dan budaya hukum19. Berdasarkan ketga 
komponen hukum tersebut yatu komponen 
struktur hukum, substans  hukum dan 
budaya hukum sudah teraplkaskan dalam 
memutus suatu perkara terkat hak asuh anak 
akbat perceraan dalam praktk peradlan.
Hal tersebut juga relevan dkaj dar 
Semi Autonomous Social Field Theory yang 
dkemukakan oleh Sally Falk Moore20. Int 
dar teror tersebut dmana hukum negara 
berlaku kuat maka  hukum lokal (adat) 
berlaku lemah. Berdasarkan teror tersebut 
dmana hakm dalam menerapkan hukum 
terhadap hak asuh anak akbat perceraan 
adalah menerapkan hukum negara yakn 
Hukum Perkawnan. In berart poss hukum 
negara berlaku kuat sementara poss hukum 
adat berlaku lemah.
2.  Faktor-Faktor Yang Menjadi 
Dasar Pertimbangan Hakim Dalam 
Menetapkan  Hak Asuh Anak 
Akibat Perceraian 
 Penegakan hukum  adalah merupakan 
upaya untuk mewujudkan cta hukum dalam 
kenyataan d masyarakat. Penegakan hukum 
juga mengena bagamana bekerjanya hukum 
dalam masyarakat, karena masyarakat 
merupakan muaranya hukum. Sapa yang 
dmaksud penegak hukum? Mengena 
penegak hukum adalah orang-orang atau 
18 I Ketut Sudantra, I Gust Ngurah Sudana, Komang 
Gede Narendra, Loc.Ct.
19 L.M. Fredman, Law and Society, anIntruduction, 
Prntce Hall, New Jersey, 1977, hl. 7.
20 Sally Falk Moore, “Hukum dan Perubahan Sosial 
: Bidang Sosial Semi Otonomi Sebagai Suatu Studi 
Yang Tepat”, dalam Antropolog Hukum Sebuah 
Bunga Rampa, Penyuntng T.O. Ihrom, Yayasan 
Obor, Jakarta, 2001, hlm. 154.
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lembaga yang dber wewenang untuk 
melaksanakan hukum tersebut sepert pols, 
jaksa, hakm, brokrat dan lan sebagnya. 
Dalam peneltan n penegak hukum 
dmaksudkan adalah hakm dalam fungsnya 
menjalankan hukum terhadap suatu perkara.
Dalam penegakan hukum oleh para 
penegak hukum, ada beberapa faktor yang 
dapat berpengaruh mengena berasl tdaknya 
penegakan hukum tersebut. Sehubungan 
dengan penegakan hukum faktor yang 
palng berpengaruh adalah penegak hukum 
tu sendr dan juga lngkungan sosalnya. 
Terkat dengan penegakan hukum, 
Soerjono Soekanto mengemukakan ada 
beberapa yang mempengaruhnya yatu:
1. Hukumnya sendr, yakn peraturan 
yang berlaku umum dan peraturan 
yang berlaku pada wlayah tertenttu.
2. Penegak hukumnya, yakn mereka 
yang membentuk dan menerapkan 
hukum sepert pols, hakm, jaksa, 
pengacara).
3. Sarana atau fasltas yang mendukung 
penegakan hukum tersebut sepert 
tenaga manusa yang berpenddkan 
terampl, organsas yang bak, 
peralatan yang memada, keuangan 
yang cukup.
4. Masyarakat, yakn lngkungan sosal 
dmana hukum  tu dberlakukan 
dartkan sebaga lmu pengetahun, 
sebaga kaedah atau norma, sebaga 
tata hukum (hukum postf tertuls) 
dan lan-lannya
5. Kebudayaan, yakn hasl karya, cpta 
dan rasa yang ddasarkan pada karsa 
manusa d dalam pergaulan hdup 
dalam art kebudayaan materl maupun 
non-materl21. 
Sementara Satjpto Rahardjo, 
mengemukakan bahwa penegak hukum 
dalam melakukan fungsnya dpengaruh oleh 
faktor manusanya sendr secara prbad, dan 
faktor lngkungan22. Selanjutnya Van Doorn 
sebagamana dkutp Satjpto Rahardjo 
mengatakan bahwa dalam kedudukannya 
sebaga pemegang fungs d dalam suatu 
organsas, seorang penegak hukum 
cendrung menjalanlan fungsnya menurut 
tafsrannya sendr yang dlatarbelakang 
berbaga faktor23. Hal yang tdak jauh 
berbeda juga djelaskan oleh Jerome Frank 
bahwa seorang hakm dalam mengambl 
keputusan dpengaruh oleh prasangka 
poltk, ekonom dan moral bahkan smpat 
dan antpat prbad kut berperan24.
Penegakan hukum dalam praktk 
peradlan terkat pengasuhan anak akbat 
perceraan, dar keterangan beberapa hakm 
pada prnspnya tdaklah jauh berbeda. 
Pengasuhan anak, ada dtetapkan  pada sang 
bu ada juga pada sang ayah. Dtetapkannya 
hak asuh anak d tangan bu maupun ayah 
oleh hakm dpengaruh oleh beberapa faktor 
sebaga berkut yatu:
1. Hukum Perkawnan (Pasal 41 ayat 1, 
Pasal 47 ayat 1) U U Perlndungan 
21 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 
Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 
1983, hlm. 5.
22 Satjpto Rahardjo, Op.Cit. hlm. 27.
23 Satjpto Rahardjo, Loc.Cit.
24 Theo Hujbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan 
Sejarah, Kansus, Yogyakarta, 1982,  hlm. 78.
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Anak (Pasal 26 ayat  1). 
2.  Hal-hal yang menjad menyebabkan 
terjadnya perceraan.
3. Kepentngan s anak, dmana anak-
anak dpandang merasa lebh nyaman 
dan aman  berada serta terjamnnya 
masa depan s anak. 
4. Pengasuhan anak-anak d tangan sang 
bu tdak menyebabkan gugurnya hak 
mewars s anak pada s ayah
5. .Sstem kekeluargaan patrlneal yang 
berlaku d Bal tdak mempengaruh 




Berdasarkan keseluruhan paparan dan 
analss d atas dkekemukakan kesmpulan 
sebaga  berkut :
a.  Hukum yang dterapkan oleh hakm 
terhadap hak asuh anak akbat 
perceraan  dar beberapa kasus konkrt 
yakn hukum  nasonal, meskpun 
d Bal sangat kental berlaku sstem 
kekerabatan patrlneal atau sstem 
purusa. 
b.  Faktor-faktor yang menjad dasar 
pertmbangan hakm dalam menetapkan 
hak asuh anak akbat perceraan yatu 
Undang-Undang Perkawnan dan 
Undang-Undang Perlndungan Anak, 
hal-hal yang menjad menyebabkan 
terjadnya perceraan, kepentngan 
dan terjamnnya masa depan depan 
anak, pengasuhan anak-anak d phak 
bu tdak menggugurnya hak mewars 
anak pada  ayahnya dan, sstem 
kekeluargaan patrlneal yang berlaku 
d Bal tdak mempengaruh hakm 
dalam menetapkan  hak asuh anak 
akbat perceraan.
2.  Saran
Berdasarkan kajan-kajan d atas  maka 
melalu laporan peneltan dapat dsarankan 
kepada para hakm hendaknya terus 
menjadkan kepentngan dan terjamnnya 
masa depan anak sebaga dasar dalam 
menetapkan hak asuh anak dalam perceraan, 
akan tetap tetap melestarkan nla-nla 
hukum adat sepanjang tdak bertentangan 
dengan prnsp-prnsp hukum negara.
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